NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI TENGAH
DENGAN
AKADEMI KEBIDANAN MEGA BUANA PALU

TENTANG
PENYELENGGARAAN FASILITASI HEKAYAAN INTELEKTUAL, ADMINISTRASI
HUKUM UMUM, FEMBINAAN DAN/ATAU PENINGKATAN KESADARAN HUKUM

Nomor : W24- 116 HM.05.04 Tahun 2026
Nomor : 175/V-AMBP/1V /2026

Pada han im Selasa tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Pulub
Enam (12-05-2026) bertempat di Prlu Provinsi Sulawesi) Tengah, kam yvang
bertandatangan dibawah ini :

I. RAKHMAT RENALDY :  Kepala Kkantor Wilavah Kementerian Hukum
Sulawest Tengah berdasarkan Sural Keputusan
Menteri Hukum Nomor @ M.HH-85.KP.03.03
Tahun 2024 vang berkedudukan dan berkantor
di JL.Dewi Sartika No. 23 Palu, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Kemenlerian
Hukum, vang selanjutnya disebut PIHAK
KESATU,

I1. BADARIATI - Akadermi Kebidanan Mega Buana  Palu
berdasarkan Sural Keputusan Dhirekitur Nomor :
NOMOR 1 75/V-AMBP/1V /2026 berkedudukan
dan berkantor di JL.Nekilalakr No.20, dalam hal
i bertindak untuk dan atas nama Akademi
Kelndanan Mega Huane Paelu vang selanjutnva
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK EKEDUA vang selanjutnyva secara bersamia-sama
disebut PARA PIHAK sepakal untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini dan
melakukan kerjasama dalam pembangunan nasional khususnva di bidang
pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum, dengan ketentuan sebagai benkut:
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran

Negama Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran

Megara Fepublik Indonesia Nomor 4043;
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10,

11.

12.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industni (Lembaran
Negara Republhk Indonesia Tahun 2000 Nomer 243, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4045);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40446

Undang-Undang Pembentukan Daerah ...;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum [Lembaran
Negara Republik Indomesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5245);

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubshan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris [Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Tahun 2011 Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali teraskhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemenntah Penggantt Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 6850);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 559%9);

Undang-Undang Nomor 13 Tehun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nemor 176, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5922);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merck dan Indikasi Geografis
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nemor 252, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara HRepublik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negarm Eepublik Indonesia Nomor 5234
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Momor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Peraturan Pemernintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang keikutsertaan Perancang
Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 53729);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerje Sama Daersh
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

14, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014,
Nomor 199};

15, Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Bernita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1330) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menternn Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menten
Dalam Negern Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Preduk Hukum
Diaerah (Benta Negara Kepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kena
Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak
RKetiga (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37 1)

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini
sepakat untuk mengikatkan diri satu dengan lainnya dalam Nota Kesepahaman
tentang Penyelenggaraan Fasilitasi Kekavaan Intelektual, Administrasi Hukum
Umum, Pembinaan dan/atau Peningkatan Kesadaran Hukum dengan ketentuan
schagal berikut;

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman mni adalah sebagai landasan kerja sama bag
PARA PIHAK dalam rangksa menjalin komunikas: dan koordinas: yvang elektif
dan efisien tentang pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum sesua
dengan tugas dan fungsi kelembagaan PARA PTHAK.

(2] Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah memngkatkan dan menjalin hubungan
kelembagaan antara PARA PIHAK dalam rangka Penyelenggaraan Fasilitasi
Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, Pembinasn dan/atau
Peningkatan Kesadaran Hukum.

Pasal 2
OBJEK

Objek Nota Kesepahaman ini yaitu Penyelenggaraan Fasilitasi Kekavaan
Intelekiual, Administrast Hukum Umum, Pembinaan dan/atau Pemingkatan
Kesadaran Hukum.

Page Jof &




Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

(1)

(2)

{1
12

3]

peningkatan kesadaran hukum melalui :

l. penyuluhan hukum kepada masyarakat; dan

2. pembenan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

pelaksanaan Kerja sama melalu ©

1. pengkajian dan penelitian hukum;

2. pembinaan, pendidikan, dan pemberdayaan lembaga kemasvarakatan; dan
3. pembentukan produk hukum daersh.

Fasilitasi layanan Administras: Hukum Umum;

Fasilitasi layanan dan/atau peningkatan pemahaman dan pemanfaatan potens:
kekayaan immtelektual melalui pemberdayaan klinik kekavaan intelektual; dan
penmmgkatan kompetensi dan pengembangan sumber dava manusia yang
berada pada ingkungan PARA PIHAK melalui :

l. pertukaran data dan informas; dan

2. pemberdayaan sarana dan prasarana vang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan kerga sama imi akan diatur bersama berdasarkan
perencanaan kegiatan secara berkala oleh PARA PIHAK yang dituangkan ke
dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri.

Pelaksanaan kegiatan kerja sama ni akan dievaluasi secara berkala setiap
tahun dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi
perencanaan program kerja selamjutnya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka wakiu 5 (ima) tahun terhitung
sejak ditandangani Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dapat diakhin sebelum jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) setelah PARA PIHAK membicarakan secara
musyawarah dan mufakat.

Apabila dilakukan perpanjangan atau pengakhiran  terhadap Nota
Kesepahaman ini, pihak yang memperpanjang atau mengakhin Nota
Kesepahaman ini harus menvampaikan permintaan secara tertulis kepada
pihak lainnya paling lambat 3 (tiga] bulan sebelum Nota Kesepahaman mi
berakhir atau diakhir.
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Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan
dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman im
akan diselesaikan bersama-sama dan sebaik-baitknya dengan cara musyawarah
untuk mufakat

Pasal 8
ADDENDUM

(1) Hal-hal vang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama
kemudian han oleh PARA PIHAK dalam Amandemen dan/atau Addendum Nota
Kesepahaman vang merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Nota
Kesepahaman ini.

2] Amandemen dan/atau Addendum Nota hesepahaman sebagaimana dimaksud
pada aval (1) dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 9
FORCE MAJURE

(1) Apabia terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force
maure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubsahan tempat dan waktu
pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.

2] Yang termasuk foree majure adalah
a. bencana alam;

b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
¢. keadasan keamanan vang tidak mengizinkan.

Pasal 10
HKORESPONDENSI

(1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, PARA PIHAK sepakat dan
setuju untuk menunjuk PARA PIHAK di bawah ini selaku penanggung jawab
Perjanjian ini.

(2) Setiap pembentahuan atau Komunikas: lainnya yang dibuat berdasarkan
Perjangyian ini harus disampalkan secara tertulis dan disampaitkan melalul
alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Aida Julpha Tangkere, S H. .M. H.

Kantor Wilayah Kementernan Hukum Sulawesi Tengah

Jalan Dewi Sartika Nomor 23 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
Telp : 0821920996511

Email : knnwilsultengiikemenkKumbam . go.icd
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PIHAK KEDUA

Badariati, 3.5T.,M.Ke=
Akademi Kebidanan Mega Buana Palu
JlNokilalaki No.20 Kota Palu Sulawesi Tengah Provinst Sulawesi Tengah
Telp : 08114510848 / 081148000073
Email akbidmegabuanapalugumegabuana.ac. i
{3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan
diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
(4) Penggannhan data Kerespondensi wajib dibentahukan secara tlertulis paling
lambat ¥ {tujuh} harn kepada Pihak lainnya.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK
dalam rangkap 2 (dua] bermaterai cukup dan masing-masing mempunvai
kekuatan hukum vang sama setelah ditandatangam oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH,

-—
-

RAH&«AT RENALDY
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